BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil peneltian dan pembasan diatas maka dapat
dirumuskan Kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas Pokok BPD sebagai Fungsi Pengawasan sudah cukup
baik, Hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan yang sudah
terlaksana. dalam melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan jalan
di Dusun Capi Desa Golo Bilas. yakni dalam memberikan wewenang
kepada masyarakat sudah di jalankan dengan baik. Selain itu, pelaksanaan
tugas pokok BPD adalah Menyelenggarakan Musyawarah Desa. Jadi, Peran
BPD dalam menyelenggarakan Musyawarah di Desa Golo Bilas sudah
dapat dikatakan baik, dibuktikan dengan adanya musyawarah RKPdes
Tahun Anggaran 2021 dan sudah terlaksana di Desa Golo Bilas.

2. Keberhasilan Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat
dilihat dari faktor pendukung peran BPD yaitu faktor kualitas Sumber Daya
Manusia dilihat dari tingkat pendidikan anggota BPD yang sudah mencapai
persyaratan menjadi anggota. Maka dapat dikatakan BPD sudah memiliki
kemampuan untuk menjalankan dan memajukan Peran BPD Desa Golo
Bilas. Karena Tingkat Pendidikan nya sudah dikatakan baik sebagai anggota
BPD. Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat yang menjadi faktor
penghambat peran BPD karena memiliki keterbatasan ruang gerak

masyarakat dalam menyumbangkan pikiran.
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5.2 Saran
Untuk meningkatkan Peran Badan BPD dalam Musyawarah
Pembangunana Desa di Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten
Manggarai Barat, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:
1. Kepada BPD
Diharapkan kepada BPD dapat lebih memahami dan mengetahui
seluruh aspirasi masyarakat baik itu dari segi pembangunan dan
menindaklanjuti aspirasi tersebut Sehingga aspirasi masyarakat dapat
terlaksana dan kebutuhan masyarakat akan terpenuhi.
2. Kepada Pemerintah Desa
Diharapkan pemerintah Desa untuk lebih berperan dalam fungsinya
karena masih banyak program yang belum terlaksana seperti
pembangunan Pasar yaitu penetapan peraturan serta program
pembangunan yang belum terlaksana segera di ditindaklanjuti dan dapat
diselesaikan denngan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
3. Kepada masyarakat
Diharapkan masyarakat agar dapat memberikan dukungan BPD
sebagai fungsi pengawasan dan untuk masyarakat agar mengikuti program
pendidikan seperti Program Paket C agar lebih memepermudah dalam
menyumbang hasil pemikiran ataupun aspirasi dengan cara yang baik
untuk kemajuan desa Golo Bilas kecamatan Komodo Kabupaten

Manggarai Barat.
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B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 1 ayat 1

Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 pasal 18 ayat 6

Undang —undang Nomor 8 Tahun 2003 pembentukan Kabupaten Manggrai Barat
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

PERDA Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan
Desa (BPD).

PNRI Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

PERMENDAGRI 110 Tahun 2016 Pasal 31
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